q

WALIKOTA PRABURRULIG

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

pahwa untuk  memndaklanjuti  Peraturan Daerah Kota
Prabumulih Nomor 1 Tazhun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur dan
ditetapkan dengar Faraturan Walikota tentang
Peanyelenggaraan dan etribusi  Pengendalian  Menara

Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 fentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1889 Nomcr
23, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3B81TY

Undang-Undang  Norar 36 Tanun 1999  tentang
Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 1993 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3881);

Undang-Undarg  Nomor 6  Tahun 2001 fentang
Pembentukan Kota Prabumulih {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurs 2001 Nomor 86. Tambahan lLembaran
Megara Republik Indcnesiz Nomor 41131

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik indenesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambazhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republitx Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahar Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerntan Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republix
Indonesia Nomor 5583

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyeienggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 107, Tambahan
Lembaran Negara Repuhitk Indonesia Momor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusar  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerahk
Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahur 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara
Republix Indonesia Tshun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 4833);

Feraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 fentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan
Pajak Dagrah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalaw Negeri Nomor 27 Tahun 2005
tentang Pedoman Penetapan fjin Gangguan o Dasrah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINF Q/03/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan  Fenggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

Feraturan Menteri Komunikasi dan  informatika  Momor
MPERM KOMINFO/D Y2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikas®

Peraturan Bersama Mentert Dalam Negeri Nomar 18 Tahun
2009, Menteri Pekeraan Umum Nomor 07/PRT/M/Z2008.
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1%/PERJ
M KOMINFO/02/2009 dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 3/P/2009} tentang Pedoman
Pembangunan dan Fenggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi.




18, Peraturan Daerah Yota Prabumulih Nomaor 1 Tahen 2613
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2013}

MEMUTUSKAN !

Menetapkan | PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

DaN RETRIBUS! FPENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKAS].

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Calam Peraturan Daerah inl yang dimaksud cengan |

i

]

|

Daerah adalah Kota Praburmuiih.

Pemerintah Daerah adalah Walikota besera Perangkat Daerah sebagai unsur
senyelenggara Pemenntahan Daeran

Walkota adalah Walikota Prabumulih.

Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan
informatika.

Kepala Dinas adalah kepala insiansi yang membidang komunikas dan
informatika.

Telekomunikasi adalah setiap pemarcaran, pengmman dan/atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-landa, isyaral, tulisan. gambar, suara
dan bunyt melalu sistem Kawat optik radio atau sistemn glektromagnetik lamnya.

Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang
selanjutrya disebut Tim Teknis adalan Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk
melaksanakan pengkajian dan membenxan pertimbangan secara teknis
terhadap pembangunan dan penggunaan menara.

Rekomendast Operasional Pengendaiar Menara  Bersyarat  adalah
rekomendasi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang membawahi bidang komunikasi dan informatika untuk memberi hak dan
kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi
yang telah ada/akan dioperasionalkan dalam witayah Daerah, yang berlaku
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali can juga untuk
digunakan sebagai dasar penerbitar IME Menara dan penyelenggaraan
Telekomuntkasi.
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Menara adalah Menara Telekomunikasi yang berupa bangunan-bangunan untuk
kepentingan umum yang didirkan di atas tanah atau bangunan yang
merupakan satu  kesatuan konstruksi dengan  bangunan  gedung  yang
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struxtur fisiknya dapat berupa
rangka baja yang dilkat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa
sirnpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang penempatan perangkat tetekomunikasi.

Penyeienggara Telekomunikasi adalah persecrangan, Koperas:. BUMD, BUMN,
Badan Usaha Swasta, Instansi Pemeriniah dan Instansi Perahanan Keamanan
Megara.

Fenyelenggara Menara adalah penyelenggara jasa  danfatau  jaringan
telekomunikasi yang mendapat izin uniuk melakukan usahanya, yang dalam
menjalankan kegiatannya memeriskan menara BTS yang selanjutnya menjadi
renyewg/penggung menara.

Penyedia Menara adalah perseorangar. Kooerasi. BUMD, BUMN atau Badan
Usaha Swasta yang memiliki dan mengeola menara telekcmunikast untuk
digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

Pengelola Menara adatah  badan usaha vang mengelola dan/alau
mengepearasikan menara yang dimilik: clek pihak lain.

Mernara Eksisting adalah menara teekomunikasi yang telah berdisr dan
beroperasi di Kota Prabumulih hingge periade disusunnya Master Cefl Planning

Menara Bersama adalah menara teiekomunikas! yang dapat digunakan secara
bersama-sama oleh rmirimal 3 {tiga) penyelenggara telgkomunikas!.

Menara Tunggal adalah menara telekomurikasi yang bangunannya berbentuk
tungoal tanpa adanya simpui-simpul rang<a vang mengikat satu sama lainnya.

Menara Mandiri/Self Sugporfing Tower (357! adalah menara telekomunikasi
yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sefingga membentuk
rangka yvang berdini sendin tanpa adanya sckongan lainnya,

Merara Kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang
dibangun dengan bentuk yang menyesuakan dengan lingkungan sekitarnya
dan tdak menampakkan sebaga bangurnan konvensional menara yang
terbentuk dart simpul baja.

Gambar  Teknis  adalah  gambar  <onstruksi  dart  bangunan  menara
telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian
atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipilfstruktur konstruksi vang
dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika  arsitekturalnya
secara ielas dan tepat.
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Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius dua ratus meter (206
meter] dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menera eksisting
per posisi sebelum  kegiatan penyusunan cell plan sampai  dengan
ditetapkannya Peraturan Dasrah. Apabila dalam zona dimaksud tidak
dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan
sembangunarn.

Zona Cell Plan Baru adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200
meter) dari fittk pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang
berisikan menara eksisting yang akan memad) bagian dari menara bersama dan
zond-zona baru untuk mengakemodzsi kebutuhan pembangunan menara-
menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis
maka ada toleransi terfentu pada saat perencanaan pembangunan.

Radius Zona adalah besaran jarak vang bergantung kepada kondisi geogralis
dan kepadatan telekomunikasi di Kota Prabumulih.

Badan adalah sekumpulan orang danfataw modal vang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha macpun ya=g tidak melakuxan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, persercan lainnya, badan usaha
milik negara {(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa. organisast sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
mvestasi kolektif dan bentuk usaha tetars.

el Planing adalah proses perencanaan ¢an pembuatan zona-zona area uniui
penempatan menara-menara telekomunikas selular dengan mengggunakan
standar {eknik perencanaan jaringzn selular yang memperhitungkan
pemenuhan kebutuhan coverage arez layanan dan kapasitas trafik layanan
sefular.

Celt plan adalah area cakupan yang dirancang atau diwencanakan sebagai
daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

Titik Celi Plan adalah titik pusat jariqan hngkaran yang dirdentifikasi dengan
koordinat geagrafis (longitude, faifiude) yang membentuk zona pola persebaran
Menara Bersama dalam sebuah radius vang ditertukan ¢i dalam peraturan ini.

Aset Daerah adalah semua kekayaan varg berwujud, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah vyang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara
ielekomunikasi

lzin Mendirikan Bangunan {IMB) Menara agzlah izin mendirikan bangunan yang
diberikan oleh Pemerintah Kota kepada permidik menara telekomunikasi uniuk
membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan
persyaratan  administrasi dan  persyaratan teknis yang berlaku dengan
memperhitungan variabet fungsi luas area, ketinggian dan beban menara.
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lzin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha/kegiatan kepada orang
pabadi atau badan di lokasi tertentu vang dapat menimbulkan bahaya, kerugian,
dan gangguan, tidak termasuk tempat usaharkegiatan yang telah ditunjuk oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Micro celf adalah subsistem BTS yang memilixi cakupan fayanan dengan area/
radius yang lebih kecil digunakan untuk mengenver area yang tidak terjangkau
oleh BTS utama atau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
pada area yang padat trafiknya

serat optic adalah sejenis media dengar karakteristik khusus yang mampu
menghantarkan data melalui gelombarg frekeensi dengan kapasitas yang
besar.

Base Transceiver Station {BTS) adalah perangkat stasiun pemancar dan
penerima telepon seluler untuk melayan: suatu wilayah cakupan.

Kawasan Kesefamatan Operasi Penerbangan (KKOF} adalah kawasan dengan
ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP

BTS Mobide adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara
temporer pada lokasi tertentu dan dioperasicnalkan dalam jangka wakiu vang
tertenfu dan digunakan cleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi
sermnentara untuk penyediaan layanan caxupan sz2luler baru atau mermenuhi
kebutuhan kapasitas lintas sistem komuaikas: seluler.

Jaringan Utama adalah bagian dari :arngzr nfrastruktur telekomunikasi yang
menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungs:
sebagai ceniral frunk, Mobie Switching Cenfer (MSC), Base Sialion Controlfer
(BSC)/Ragio Nefwork Confrolier (RNC}  dan  jaringan  transmisi  utama
{hackbone transmission).

Corporate Social Responsibifity (CSR! adaiah partisipasi dan peran serta
penyelenggara telekomunikasifprovider dalam akselerasi kegiatan
pembangunan daerah.

Pengendalian  adalabh  suatu  mekanisrme  untuk  mencegah  tenadinya
penyimpangan dan disertai dengan tindakan pejurusan (koreksi) yang didasari
suatu ketentuan yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan
persyaratan non teknis menara telekomunikasi.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sislematik untuk menetapkan kinerja
standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi.
urtux membandingkan kinerja akfual dengan siandar yang tefah ditentukan
yang ditkuti oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dar kemanfaatan urmurm serta dapat dinikmati
oieh orang pribadi atau Badan.
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Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adatah pungutan daerah
sebagal pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentud yang khusus
disediakan danfatan diberikan oleh Pemerintah Daerabh uniuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah
sebagal pembayaran atas jasa pengawasan. pengendalian, pengecekan dan
pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara
tetekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya
menara telekomunikasi yang dilzaksanakan oleh FPemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan terkart

Wapbr Refribusi adalah orang pribadi ataw badan yang menurut perundang-
undangan o bidang Retribusi diwajibkar untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau atau pemotong retribusi tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian keg'ztan mulai dari penghimpunan data
objekdan subjek retribusi, penertuan tesa-nya retripusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada waib retribusi sampai pengawasan
penyetorannya. "

K.as Daerah adalah Kas Daerah Xota Prabumulih.

Sural lzin Operasional Menara {SIOM) adalan surat keterangan yang diberikan
oleh Dinas kepada orang pribadi atac badar sebagai sarana pengawasan dan
pengendalian operasional bangunan menarz dengan segala fasilitas sesuat
reruntukannya.

Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas teriuar secara
tiga dimensi yang membatasi besarar maksimum bangunan menara yang
diizinkan, dimaksudkan agar bangunan rmenara berinteraksi  dengan
lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
harmonisasi.

Standar Nasional Indonesia (SND adaizh standar yang ditetapkan oleh Badan
Standarizasi Nasional dan berlaku secara rasional,

Sural Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) adaiah permohonan
cendaftaran Wajib Retrbusi sebagai dasar penerbitan NPYWRD.

Namor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRDY adalah nomaor yvang diberikan
kepada Wajib Retribusi sebagai sarznz dalam administrasi pembayaran
refribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dini atau identitas Wajib
Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi,

Surat Ketetapan Refribusi Daerah (SKRD} adalah surat ketetapan Retribusi
yang meneniukan besamya Retribusi yang terutang.




51, Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang
ke kas daarah atau tempat pembayaran lair yang ditetapkan oleh Walikota.

2. Sural tagihan Retribusi Daerah {STRD) adalah Surat untuk melakukan tagiban
Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

53. Surat Ketetapan Retribusi Dasrah Lebin Bayar (SKRDLB) adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlan kelebihan pembavyaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
yang seharusnya terutang.

BAB Il
MAKSUHD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan  Peraturan  Walikota ini aimaksedkan  uniuk  mengatur  dan
mengendalikan setiap penyelenggaraan Menara Telgkomunkas: yang meiputi
kegiatan Perizinan, Pembangunan dan Penggunaar Menara Teiekomunikasi di
wilayah Pemerintahan Kota Prabumulih.

Pasal 3
Tujuan pembentukan Peraturan Walkaota in: adalah:

a. Memenuhi kebutuhan masyarakatl terhadap jayanan jasa telekomunikasi
dengan memperhatikan prinsip-prinsip Kéesefamatan., keamanan, kesehatan,
keindahan, keserasian dengan lingkungan sekitar dan kejelasan identitas.

. Memberikan  kepastian hukum  kepada masyarakat.  Penyelenggars
Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah daiam merencarakan, melaksanakan,
mengendalikan, dan mengawast kegistan pembangunan dan penggunaan
menara telekomunikasi.

c.  Memberikan tambahan Pendapatan Ash Dasran (PAD).

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikui;

a.  Master Cell Planning.
b. Tata Cara Pengajuan Rekomendasi dan Penzinan Menara.
©. Tata Cara Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Terhadap Menara.

d.  Mekanisme Pemungutan Retrnbusi Menara.

e.  Tim Teknis Pengawasan dan Pengendaian Menara,
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BAB Il
MASTER CELL PLANNMING
Pasal &

Cell Planmning meliputi Zona Menara Eksisting dan Zona Menara Baru yang
dituangkan dalam Titik Zona Menara.

Celf Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan
RTRW, RDTRKP, RTBL, standar kuaiitas pelayanan telekomunikas,
keamanan, keselamatan, estetika, serta kKesinambungan usaba  dan
pertumbuhan industri,

Setiap Zona Menara Eksisting danfatzu Zona Menara Baru sebanyak-
banyaknya ditempati oleh 4 {empat] Menara Telekomunikasi.

Cell Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran
| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGAJUAN REKOMENDAS! DAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

(1]

(41

Pasal 6

Penyedia Menara pada saat membangun menara wajib memiliki -
a Rekomendasi Kepala Dinas yang berwenang:

b. IME Menara:

£. lzin Gangguan.

Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan
oleh SKPD yang membidangi masalah ielekomunikasi dan informatika.

Femberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan
melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pemberian lzin Ganguan sebagaimara dimaksud pada ayat (1} huruf o
mermperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan
melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 7

Fermohonan Rekomendasi Dinas sebagaimara dimaksud Pasal 6 ayat {1] huruf a,
digjukan oleh Penyedia Menara kepada Walkota melalu: Dinas, dengan
melamp.rean: persyaraian yang tertuang daia™ bentuk dokumen sebagai berikut

d.

tx

bukti identiias diri pemoharn;

akta pendirian perusahaan beserta perubaharnya yang disabkan oleh
Kemenlerian Mukum dan Hak Asasi Mznusia,



c. surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama,

d. persetujuan dari warga sekitar dalzm radius sesual dengan ketinggian
Wenars;

e. lzin Lingkungan dan dilengkapi dengan titik koordinat pengukuran frekuensi
dan pengkajian radiasi gelombang;

f.  gambar rencana teknis bapgunan menara mehputi situasi, depah, tampak
potongan dan detail, serta perhitungan struktur;

g. Spesifikasi teknis pondasi Menara meliputr data penyelidikan tanah, jenis
pondasi, jumiah titik pondasi, termasuk gaoieknik tanah;

h.  Menara yang dibangun di wilayah KKOP waiz menyertakan hasil kajian teknis
dari 3KPD bersangkutan dan Rekeomerdasi Walikota Langsung,
Spesifikasi teknis struktur atas Menara, reliputi beban tetap {beban menara
dan beban tambabhan), beban sementara {angin dan gempa;, beban khusus,
beban maksimum Menara yang dizincar, sistem konstruksi, ketingaran
Menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 8
Fermohonan IMB Menara sebagaimana dimaksld Pasal 8 ayat (1) huruf b, digiukan

oleh Penyadia Menara kepada Walikota melalul Perangkat Daerah yang menangani
perizinan, dengan melampirkan persyaratan sebagar verikut |

a.
b

.

(ol

{1

Status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan,

Bukti identitas diri pemohon;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWED

Tanda lunas Pajak Bum: dan Bangunan [PEE; 3 {figa) tahur terakhin

Akta pendinan perusahaan bessms perubahannya yang disahkan olgh
Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Surat hukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi Fenyedia Menara yang
berstatus perusahaan terbuka;

Surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama;

Fersetujuan dar warga sekitar daiam radius sesuar dengan ketinggian
Menara:

Apatila menggunakan gensel sebagar ety dava dipersyaratkan  [zin
Gangguan dan lzin Genset;

Hekomendas) Dinas;

Persyaratan lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menangani
perzinan.

Pasal 9

S5etiap Pengelola Menara waib memiliki SIOM, kecuali Menara khusus
sebhagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan YWalikota ini.




{2)
(3)
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(4]
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SIOM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 {satu} tahun.

Persyaratan Pengelola Menara mendapatkan SIOM sebagaimana dimaksud
ayat {1) dan ayat (2} adalah sebagai berikut:

a. Fotokopi IMB Menara;

b. Tanda bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara;

c. Mengisi formulir laporan  kondisi Menara yang ditandatangani  oleh

Pimpinan Perusahaan.

BAB Y
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 10

Bangunan Menara Telskomunikasi diklasifikasikan daiam 3 (tiga) bentuk yaitu.

a. Menara Tunggal;
5. Menara Mandiri/Seff Supporting Tower (35T,
B Menara Kamuflase.

Selain Menara sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk
digunakan jenis Menara lain sesual dengan perkembangan teknolog:
kebutuhan dan tujuan efisiensi.

Pembangunan Menara sebagamana dimaxsud pada ayat (1) dilaksanakan
cleh Penyedia Menara.

Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) vaitu:
a. Penyelenggara Telekomunikast;
b, bukan Penyelenggara Telekomunikas..

Pasal 11

Fembangunan Menara Telekomunixasi waib memperhatikar RTRWVY, Master
Cefl Flan, Keamanan, Ketertiban, Estetka car Kebutuhan Teekomunikas

Fembangunan Menara Telekomunikasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dapat dibangun diatas permukaan tanah maupun kagian bangunan gedung.

Struktur bangunan Menara Telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mampu menampung sekurang-
kurangnya 3 {tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.

Penyedia Menara Telekomunikasi saat mombangun Menara Telekomunikas:
Bersama pada baglian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib .
- Menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan;

. Memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung:

. Tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung;

. Mermenuhi estetika bangunan dan kawasan.

o

oo

Pasal 12

Penyedia Menara wajib mensosialisasikzn rencana pembangunan Menara
kepada warga sekitar dalam radius ketinggian Menara.
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Penyedia Menara danfatau Pengelola Menara wajib mengasuransikan
bangunan Menara dan menjamin seluruh resikofkerugian yang ditimbulkan
akibat dan adanya pembangunan Menara.

Apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbutkan kerugian bagi orang
perorangan ataupun masyarakat pengguna jasa telekomunikasi, maka resiko
dan kerugian akan ditanggung secara bersama oleh penyedia menara dan
Panyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 13

Struktur bangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku
tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan hngkungan dengan
memperhitlingkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan
konstruksi Menara dengan mempertimbangkan:

. Ketinggian Menara;

Struktur Menara;

Rangka struktur Menara;

Pondast Menara;

. Kekuatan angin;

Konstruksi tahan gempa.

SRR 1« M+ O o

Pasal 14

Menara wajb dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang
Jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darf:
Pentanahan (grounding);

. Penangkal petir;

Catu daya (power suppty):

Lampu halangan penerbangan (Awalion Obstruction Light);
Marka halangan penerbangan (Awaticn Obstruction Marking!,
Fagar pengaman.

000 o

Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari:
a. Nama Penyedia Menara danfatau Pengelsla Menara

b. Lokasi dan koordinat Menara:

=. Tinggt Menara;

d. Tahun pembuatan/Permasangan Menara.

e. Penvedia Jasa Kontruksi:

f. Beban maksimum Menara:

9. Nemor IMB Menara:

h. Nomor telepon darurat.

Fasal 15

Dalam hal kebutuhan Telekomumikasi pasa xawasan padat pelanggan yang
trdak dapat dibangun Menara, Penyelenggara Telekomunikasi dapat
menggunakan perangkat Micro Cell dan/atau perangkat lunak radic fink yang
dihubungkan dengan Serat Optik.



(2]

FPenempatan perangkat Micro Cell dan Serat Optik sebagai pengganti radio
ink pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota
serta keserasian dengan flingkungan.

Pemasangan perangkat Micro Ceif sebagaimana dimaksud ayat {1) dan ayat
(2} tipe outdoor pada Bangunan Gedung dan sarana perkotaan wajib
mempersleh izin dari Walikota.

FPasal 16

Dalam hal penggunaan Serat Optik yang ditanam atau melalui saluran udara, apabila
memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajit memiliki izin dari Walikota.

4)

BAE VI
ZONA BEBAS MENARA
Pasal 17

Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan Menara Tunggal dan Menara
fMandiri meliputi:

kawasan kantar pemerintah.

kawasan pendidikan:

kawasan militer;

kawasan rumah sakit dan puskesmas:

. kawasan Pariwisata;

kawasan Cagar Budaya;

kawasan pemakaman umum.

IR A I = R S I o

yarg jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian WMenara yang akan dibangun dari
patas terluar kawasan ditambah jarak aman yang ditentukan oleh Tim Teknis.

Zona Bebas Menara untuk lokasi pembargunan semua jenis Menara meliputi
a. sempadan sungai;
B sempadan situ/danau/waduk/bendungan:

Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidax
berlaku untuk Menara khusus.

Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adaiah untuk
kepentingan sebagat berikut:

Meteorslogi dan geofisika;

Mavigas:;

Fenerbangan;

Pencarian dan pertoiongan keceiakaan,

Penyelenggaraan Telekomunikasi kkusus instansi pemerintah;
Transmisi jaringan Telskomunikasi utama {back bone};
Telsvisi:

Radio siaran:

. Radic amatir:

J. Komunikast antar penduduk.

Tm NP a0 g



(&) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lidak membatasi
hak masyarakat untuk mendapatkan layanan Telekomunikasi pada Zona
tersebut.

BAB V!

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN
MENARA TELEKOMUNKASI

Pasal 18

(1] Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara
berkala setiap tahun.

(2] Hasil pemenksaan kelalkan fungsi barguran Menara sebagaimana dimaksud
rada ayat (1} dilaporkan kepada Walikoiz ~elalun Dinas

Pasal 19

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara melput pembersihan
pemeriksaan, pengujian, perbatkan danfatau penggantian bahan danfatau
perlengkapan Menara, serta kegiatan seienis lainnya berdasarkan pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan Menara.

—
—_
—_

i<} Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa
yang memenuhi kualifikasi dan diiaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangar.

{2) Pelaksanaan kegiatan pemeiiharaan dan perawatan harus menerapkan
prinsip-prinsip keseiamatan dan kesehatar kerja.

Pasal 20

(1} Penyedia Menara danfatau Pengelola M=nara dapat melakukan kerja sama
dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan
Menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Melaiui SKPD yang
membidangr urusan telekomunikas: dan informatika.

(2) Kera sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memperhatikan
ketemtuan  perundang-undangan vang =zerlaku dengan  mengedepankan
larargan praktek monopoti dan persamgar usaha tidak sehat.

Pasal 21

(1} Pengawasan dan pengendalian teshadap Menara dilakukan oleh SKPD yang
membidangi masalah telekomunikasi dan mformatika.

121 Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan administrasi
can non administrasi antara lain rapai/pertemuan, inspeksi, serta monitoring
dan evaluasi.
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(9)

Hasgii darl pangawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Walikota untuk
difadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Fengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Vil
TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

Penetapan besarnya tarif retribusi pergendatian menara telekomunikasi
drfetapkan 2% {Dua Persen) dari NJOP bangunan menara.

Contoh perhitungan tarif retribusi sebagamana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Besarmnya NJOP bangunan Menara sebagaimana dimaksug pada ayat (1)
dihitung  berdasarkan ketetapan dari  Kantor Pajak  Pratama  atau
institusi/lLembaga yang membidangi

Penetapan NJOFP bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
ditetapkan dengan keputusan Walikota

BAB IX
MEKAMISME FEMUNGLUTAN RETRIBUSI
Pasal 23

Femungutan retribusi tidak dapat dibarongkan.

VWajib Retribusi wajib mengisi SPAORD untuik mendapatkan NPWRD.
Format SPAORD sebagaimana tercartum aalam Lampiran (11 Peraturan ini.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

Format SKRD sebagaimana tercanium dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada wakiunya aiau
kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari retnbusi yang terutang yang tidak atau
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD,

Format STRD sebagaimana tercantum da‘am Lampiran V Peraturan ini.

Fenagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud paga ayat (4) didahului
dengan surat teguran.

Format surat teguran sebagaimana tercantum datam Lampiran VI Peraturan
ini.

Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau
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(B

1)

surat lain yang sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan penagthan
retribusi dikeluarkan segera setelak 7 (fujuh} har sejak jatuh tempo
pembayararn.

SKPD yang membidang: Pos dan Telekomunikasi ditunjuk sebagai wajib
pungut terhadap retribust sebagaimana dimaksud pada ayat {4).

BAB X
MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pa=al 24

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas
sekaligus.

Retribusi yang terutang harus dilunas: oaling lambat 30 {tiga puiluh) hari sejak
diterbitkannya SKRD

FPembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di lempat lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana d'maksud pada ayat (3) adalah Kas
Daerah Kota Prabumulin pada Bank Sumsel-Babel Cabang ¥ota Prabumulih
daniatau Bendahara khusus penerima pada Dinas.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Sumsel-Babel Cabang Kota
Prabumulin, Wajib Retnbusi diharuskan menyampaikan fotocopy bukli setoran
atau bukti transfer ke Kepala Dinas

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada
Dinas, maka hasil penermaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam wakiu
yang ditentukan cleh Walikota,

Pasal 25

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 24, dibenkan tanda bukti
pembayaran berupa SSRD.

Format SSRD sebagaimana tercantum daiam Lampiran VIl Peraturan ini.

Setiap pembayaran dicatat dafam buku penerimaan.

BAB Xi
MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 26

Wajib Retribusi dapat mengajukan kebe-atan atas Retribusi hanya kepada
Walikota melatui SKPD yang ditunjuk alas SKRD yang diterima.
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Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diseriai
alasan yang jelas.

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib reiribusi dapat menunjukkan retribusi
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3} adalah
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajit retnbusi.

Pengajuan keberatan tidak menurdz kewajban membayar retribusi gan
penundaan penagihan retribusi.

Pasal 27

Walikota dalam jangka waktu pating lama S (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima akan menerbitkan Surat Keputusan Kebearatan,

Ketertuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan
wepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus
diber keputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapal berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarrya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimanz dimzksud pada ayat (1} welah lewai dan
Walikota tidak memberikan suatu kepulusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 28

Apabila pegajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribust dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebufan untuk paling lama 12 {dua belas) bulan

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibtung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLEB

Format SKRDLB sebagaimana tercantur dalam Larmpiran VIIE Peraturan ini.

Pasal 29

Futang Retribusi yang tidak mungkin ditagin lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihaguskan.

Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diputuskan
setelah dilakukan peninjauan dan revisi oieh SKPD yang berwenang, diajukan
xepada Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
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BAB Xl
FENGEMBALIAN KELEBIHAN FEMBEAYARAN RETRIBUS!
Pasal 30

Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajiv Retribusi dapat mengajukan
permghonan pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi yang terufang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Waiikota
melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran
~etribusi.

Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan, sejgk diterimanya
permohonan pengembalian kelgbihar pembayaran Refribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1} harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaus
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
cembayaran Retribusi dianggap dikatulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) bu'an.

SKRDLE disampaikan kepada wajib retribus: paling lama 7 (tujuh} bulan sejak
tanggal diterbitkan.

Pasal 31

Berdasarkan SKRDLE, wajib retnbus: mengajukan pencairan dan kelebihan
pembayaran refribusi kepada Kepala Dinas,

Apabila Wajib Retribusi mempunya utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
perhitungan iangsung untuk melunssi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKROLE

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
wewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan
imbalan bunga sebesar 2% {dua gpersen) sebulan atas keterlambatan
pambayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XlII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 32

Fengeluaran surat teguranfperingatan/sural lain yang sejenis sebagai awal
indakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
ftujuh) hari sejak jatub tempo pembayaran.
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Daiam jangka 7 (tujuh) hari setelah targga® surat teguran atau peringatan atal
surat lain yang sejenis, wajip Retribust narus meiunasi Retribusinya yang
terhutang.

Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat {1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

BAB Xiv
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 33

Hak untuk melakukan penagihan Retrisusi menjadi kedaluwarsa setelah
Mmelampaui wakiu 3 {tiga} tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi
kecuali jika wajib retribusi metakukan tindak pidana dibidang Retribusi

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

tertangguh jika

a. Diterbitkan surat teguran;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut,

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyal Utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemenntah
Daerah.

Pengakuan Utang retribusi secara tidak langsung sebagimana dimaksud pada
ayat {Z) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohcnan «“eberatan oleh wajib Retribusi

BARB XV
FPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBLISI
Pasal 34

Walikota dapat memberikan pengurargan, keringanan dan pembebasan
retribusi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Pemberian  pengurangan, kertnganan dan  pembebasan selagaimana
cimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wanb Retribusi.

Tata cara pegurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan
selelah diadakan revisi dan penilaian oleh SKPD yang berwenang, disstujui
oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat.
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SAB XV

PEMERIKSAAN RETRIBUSI
FPasal 15

Wallkota berwenang melakukan pemenksaan untuk mengu kepatuhan
pemenuban  kewajiban retribusi daiam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan retribusi.

Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan cleh
Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Walkota.

Wajib retribusi vang diperiksa wajib.

a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkar uku atau catatar. dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen iain yang berhubungan dengan objek
retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan,

z. Memberikan keterangan yang diperluxan

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi dan
dilaporkan kepada Walikota.

Contoh format laporan tasil pemeriksaan ratribusi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1X Peraturan ini.

BAB XVil
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 36

Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pedoman pembenan dan pemanfaatan insentf sebagaimana dimaksud paca
ayat (1} diatur dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota tentang
Standarmsasi henoriem Kegiatan.

BAE XVill

TIM TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

i1

iV 2'\-'
b B

Pasal 37

Dalam rangka Pengendalan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi,
Walikota membentuk Tim Teknis Terpadu.

T:m Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdini atas unsur Dinas
Ferhubungan, Komunikasi dan Informatica. Satuan Polist Pamong Fraja,
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Dinas Pekerjaan Umurmn Kasubdin Tata Kota, Dinas Pendapatan Pengekolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu, Badan
Perancanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PLN.
Kecamatan dan Kelurahan/Desa wilayah Kota Prabumulin.

Wewenang Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud ayat {1) meliput -
a. Penyelesaian dan pemberian sanksi atas pelanggaran pembangunan dan

penggunaan Menara;
b. Mediasi perselisihan antara FPenyedia Menara danfatau Pengelola Menara

dengarn masyarakat;
¢. Penanganan kejadian luar biasa yang dapat mangancam keamanan dan
keselamatan masyarakat.

Hasil dari Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dilaporkan
kepada Walkota untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan
selanjutnya.

BAB XX
SANKS!
Pasal 38

Dalam hal terdapat petanggaran, Walikoia setelah mendapat Rekomendas!
Tim Teknis dapat memberikan sanksi admin:stratif.

Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat {1} adalah diberikan
peringatan secara terfulis sebanyak 2 itiga) kal berturot-turyt dalam
tenggang wakiu masing-masing 7 {lujuhi hari kalender oleh Pemerintah
Daerah.

FPasal 19

Jika setelah diberikan peringatan secara ierulis sebagaimana dimaksud pada
Pasal 38 ayat (2), Penyedia Menara danfalau Pengelole Menara tidak
mengindahkan danfatau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka
dilakukan pencabutan IMB Menara.

Fencabutan IMB Menara sebagaimana dmaksud pada ayat (1), ditetapkan
oleh Walikkota

FPasal 40

Menara yang dibangun tanpa zin danfatac tidak sesuai dengan penetapan
Cell Planning wajib mendapatkan lzin Prinsip dad Walikota atau akan segera
dibongkar.

Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada avat {1) dilakukan
setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 {tiga) kai berturut-turut
dengan tenggang wakiu masing-masing 7 {tujueh) har katerder dari masa
diterimanya surat peringatan.



(1)

(2)

(3}

4]

{5)

N

FPagal 41

Pembongkaran Menara sebagai dimaksud pada pasal 40 dapat dilakukan oleh
Penyedia Menara danfatau Pengelola Menara danfatau Pemerintah Daerah.

Menara yang tidak memiliki izin dan/aiau tidak sesuai dengan Celf Planning
dan tidak segera dibongkar oleh Fenyedia Menara danfatau Pengelcia
Menara, maka Pemeriniah Daerah dapat membongkar paksa dan kepada
pelanggar dikenakan sanksi sesual peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan Celf Planning, namun belum
rmemiliki perizinan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka wakiu paling lambat
£ (snam} butan sudah harus memilix: IMB Menara,

Menara eksisting yang lokasinya sesua: dengan Cel Flanning, dan telah
memiliki IMB Menara namun telah hatis jangka berlaku perizinannya, seielah
Peraturan Walikota ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga}
bulan sudah harus memiiiki MB Menara.

Menara eksisting yang memiliki IMB Menara tetapi lokasinya tidak sesual Cell
Flanning, maka diarahkan dan/atau bergabung ke Menara Bersama.

Penyedia Menara danfatau Pengeiola Menara yang telah memiliki IMB Menara
namun belum membangun Menarariya sebelum Peraturan Walikota i
ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan «etentuan-ketentuan dalam Peraturan
Walikota ini.

Menara eksisting yang tidak memiliki IMB Menara, dan ldak memproses
perizinannya sesuai jangka waklu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah
Peraturan Walkofa mi ditetapkan, Penyedia Menara danfatau Pengelola
Menara wajib membongkar Menaranya.

Menara eksisting vang lokasinya sesua dengan Cel Flanning dan telah
memiliki IMEB Menara. setelan Peraiuran Walikota ini gitetapkan wajit
melakukan registrasi IMB Menara dalam ;argka waktu paling lambat 3 {tiga}
bulan,

Menara eksisting yang telah memiliki IME Menara apabila akan menjad
menara bersama dalam hal ini wajib melaporkan jumlah penambahan oparator
telekomunikasi kepada Dinas yang membidangi telekomunikasi.

Apamila terjadi peralihan pengelolaan menara [/ merger, maka operator
telekomunikasi dan operator menara yang bersangkutan wajib melaporkan
kepada Dinas yang membidangt telekomunikasi.




BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai bertaku pada tznggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Prabumulih,

Ditetapkan di Praburmulib
nada tanggal 1€ Febuary zens

WALIKOTA PRABUMULIH,

5
IDHO YAHYA
Diundangkan di Frabumulin i

pada tanggal 13 Teboar 2015 \

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMLILIH,

/

H. DJOMARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR I
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LAMPIRAN || PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR . & TAHUN 2015
TANGGAL @ e Fdeasm 2015

CONTOH PERHITUNGAN TARIF RETRIBUS!

. Sebuah Menara telekomunikasi di Kota Prabumulth yang berdiri diatas
tanah dan digunakan sebagai menara Telekomumkasi Mandiri

NJOP Tanah cRp. 50 G00.000, -

NJOP Bangunan Menara  © Rp. 350 200,004, -

Tarif Retribusi Pengendalian Menara -

= 2 % x (NJOP Tanah + NJOP Bangunan Menara)

= 2% x (Rp. 50.000.000,- + Rpp. 350.000.000 -}

= 2 % x Rp. 406.000.000 -

= Rp. B.000.000,-

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikas sebesar
Rp. 8.000.000 - (Delapan Juta Rupiah)

. Sebuah Menara telekomunikas) di Kota Prabumulih yang berdini 4i atas
Gedung :

NJOP Tanah - Rp. 200 GCOD.Q0D, -

NJOF Bangunan Menara - Rp 120 CC0.O00, -

Tarif Retribust Pengendalian Menara

= 2 % x NJOP Bangunan Menara

=2 % x Rp. 124.000.000.-

= Rp. 3.400.000, -

Besarnya tarif retribust pengendalizn menara telekomunikas) sebesar
Rp.3.400.000 - (Tiga Juta Empat Ratus Ribe Rupiah).

WALIKOTA PRABUMULIH,

"

/(,REDHD YA:I\H:&\




; L AMPIRAN il PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR - &  TAHUN 2015
TANGGAL - 1€ Famasri 2015

FORMULIR SURAT PENDAFTARAN OBYEX RETRIBUS! DAERAH {SPAORD)

* NOMOR FORMLULIR

T INAS T AAD AN BIRD i st i o e

————— P L T s e ———— . — = = SR e r

'g.l___-‘-\j_.d.-’-‘.T__ ..................... e etetes oo e eretes o AP |! : | | ! !

FORMULUR PENDAFTARAN
WAITE PALAKS RETRIUS! FRIBADLS EADAN

Kepaa i mnmmnsis i

FERHATIAM :

trzmnp dusi dalam rengkap 2 {0ua) dergar hurof CETA

Eoritanca ¥ pada kotak yang tersedia cntuk j@wabinn yang caenksa

Emeian barmrulic pendaftasar ivd ctisi dan citandatacrgaci, Sare ciseral <ar Kemcali <cpzan kepala GirasiBadars
L kota Prabariclib, langsuae 2osc ceeascnelalo pes galicg lameas tangeal o

PRI

CHISE OLEH WASIE PAJAK/RETRIEUSI PRIBADE/ BADAN

Maina Lerphap . L
Ersarpanagara:n : g . WA
A0 Alsreat Ternpal tinggal

It Namor e i i
I ah) - . —

kolieraban e

e Tolean o

Eracdi Fros, i, _I_
G toedz ok i , T )
|| KTP T || PAspoR
Moz man TghTanda Buksr Ui
Vholn Copy dilampirkan)]
sa.dan Tg! Karty Keluarga
iPhote copy dilarmpirkan)
7. Poworiaan/Usana

: Prpawes Mg - Prgawir Swasta I | ABRI

Feriiik Lisana o ot e

5 Harg Insiars Terapzt Pexer atn
ataw Lisaha
A Alamat [dar hes)
I nuhh,
Weere delas
|z Tangan

- DS OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PEMCATAT DATA

L Pternea Tavepal MEAT pang dibenkan

o v T Aeant ' — - £
e lelasy MIP P : o _l
: o A _. LLE-CLNM 14 Fanet s L. i At o
Tanoa Yanzan _
MIWES winp dihenkan o
e b i s B
FomssrEEEE e b P mowRn alg
rore rhend Nip .
TImrtangan

WALIKOTA PRABLUMULIH,

" RIDHO mrm




LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR . B TAHUN 2015

TANGGAL  eklewari 2015

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH [SKRD)

FERMERINTAH KOTA PRABUMULIH SKRD
DIMASS BADAN/ BIRD - (SURAT KETETARAN RETRIGLSI DAERAH) NOMOR URLIT
.............. MAasa Ratribnnsic i _l : |_
ALAMIAT © o Tahun e e tea s shinad e AL - I
MANMA o — -
ALAMAT .
— = e e e e
NPWRD e tR LB et [

Dengan rincian sebagai berikut @ o _ i i

- Mo [ Kode Rekemng i _lenis Retnibusi Dagrah :  Jurniah U-‘Ep]

- ] — P s |

o e T e ST .

: I 5 — N
J'urnlah Ketmapap HDL::uk . L o
jumlah Sanksi  :aumgs .|

. l.Konaikan_ . e |
Jumlah I{EE,L-‘-I.Jr.JI‘Ian — _
Jengan Auruf [ L B o mem o

PERHATEAN
s Haiap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Porenimaar . K
F. Apabila SERD im bicuk otau kurang dibayar setelah l2wat waktu "l'nlmjg fama HD hafl SEJak \KHD ini dlterlmd

cikenakan sarksi admindstrasi berupz bunga sebesar 3% per balan.

e T T A e e et S D 3
PEMGGUNA AMNGGARANS
KLASE PENGGEUMNA AMGGARAN

P s s oo s 0 o R

Dutersma Jloh
Petupas Tempat Pemtayarar,
Tanggal
Tarda Tangan P
Mama Terang ; .l/!

Fuang Untuk Teraan
¥zs SetribusifTanda Tangan
Prrugas fenerima

Penyetor




LAMPIRAN VY PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR - & TAHUN 2015

TANGGAL  {bfaboar 2015

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEME&INTAH KETA PRABLIMULIH STRD

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI (Surat Tagihian Retribusi

DAMN INFORMATIKA KOTA PRABUMLULIH Daerih) Mo. Urut

Terminal Tipe B Jalan Lingkar Timur Kel, Maza Pajak o
. sukaraia Kee. Prabumulih Selatan Kota Tahun S : '
. Praburnulih

Maria

f-‘«lamat _ S i _

NPVWRD ; [ 8 B == W B
|

TebtatuhTempoaaiai smanamiednnsii

. Berdasarkan Undang — Undang No. 28 Tahun 2G05 telah dilakukan penelitian dan [ atau |
permeriksaan atau keterangan Ealn atas peioksinzan Kewrajiban

CkodeRekReteibusi: 1 -
“ama Retribusi Bt e B e
[I. Dari penetittan dan atay pemeriksaan lors :~th "i:ltas, perhitungan Jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut - i
1.  Retribugi yang kurang dibayar Rp.

2. Sanksi Administrasi:
a. Bungal{Ps.5(81]) Ap.
3. Jumtzh yang masth harus dibayar [ 1+ 2a ) Ap.

“_',I-9|1ge.|.n_.'~l-|.-1ruf___ _ |

| PERHATIAN |
" 1. Harap penyetoran dilakukan melalai 857 azau Kas Daerzh melalui Bendahara Penerimaan |
2. Apabila 3TRO ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat wakty paling larma 30 harf sejak |

STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sehesar 2% per bulan,

Fraburmulih,..
FEPALA DIMNAS PERHUBU"«!GAN
KOMUMIKAS] DA IMEFORRMATIKA
FOTA PRABUMULH

i Drs.H.5YARIFUDDIN, Ak,. MM i
Permbina Utama Muda
M. 19571010 158303.1.014

,ﬁﬁ.umm PRABUMULIH,

l

H. RIDHO YA



LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIM
NOMOR . TAH-LJN 2015
TANGGAL It tabware 2015

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terminal Tipe B Jalan tingkar Timur Kol Sukaraja ec. Praburaulih Selatan Kota
Prabuomul:h

mewRrp* ] ] CL T T T T T ] T T T

SURAT TEGURAN

sienurat pembukuan kami, hingga saat ini saudasa masih mempunysi tunggekan reteibusi *)

sebagai berikut

| Nomor & Tanggal Jatuh Jumlah
is Retri i T ;
P lEnsRathaue: o SR : Tanggal 5TRD Tempo i Tunggakan Rp.
H] : |
 tumiah LA

Sehubunpgan dengan hal tersebut, diminta kepada Sasdarz agar melunas) ,umlah tunpgakan dalarn
waithtio 7 [ tujub | hari setelah tanggal surat teguran ini.

“Dalare hal saodara telabh melunasi tunppakan terscbut diatas, diminta agar saudara sepera
; melaporkan kepada kami Kabid Pos dan Telematika Dishubkomintfz Kota Prabumelib.

T

Prea b amiai i, e

KEPALA DINAS PERHLUBLUNGARN,
KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA
KOTA PRABUMULIH

Drs . H SYARIFUDDIN, Ak, MM
FPermbina Utama Muda

NIP, 19571010 198303.1.014 f
i

,PALFKDTA PRAEBUMULIH, ﬁ
!

H. RIDHO YAHYA



LAMPIRAN Vil PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR
TANGGAL

- 8 TAHUN 2015
M Feboat 2095

FOEMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH {55RD)

FEMERINTAH KOTA PRARUBMUENH
OIMASS BADANS BIRD &
BLARAST

55RD
ASURAT SETORAM RTTRIBLIG DAERAH]

MORAOR UA LT

........................................... C Masa RetribBusi o oo | I _i
v U TRRIR senam m eilesmam i ’ -
MAMA
ALARAT -
NPWRD j | |

Harap diterima uang Sebesar'hp

idengan huruf) |

.......................................................................................................................................... ]
Jengan rincian sehagai berikut :
Mo Kode Rekening I___ leniz Retribuezi Daerzh lumlah {Ap!
BT i E PR IS T CIGURE ; LU =%
|
. s |

‘ |
 Jumlah S SR

IJanp tersebut diterima pada tanggal

B e i oo sommncinannmiiran imar o
BEMDAHARS PEMERIMAS
BMIAHARA PENERINMA PERMBAMTL,

PENGGLINA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA AMNGGARAN

WALIKOTA PRABLUMULIH,

H. RIOHO ‘rm




LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIM
NOMOR & TAHUN 2015
TANGGAL o felwar: 2015

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUS! DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

MPER RN TAR KOTA PRABUMULIH
Lemas; BADANS BIRG

SKRDLE

© [SURAT KETETAFRAN RITRIBLSI DAERAH

LEGIH AAYAR

N

HOMORUEMT,

A Tl e s

hasa Retrioasi

B O I iy Tahun I ——

MAN A :

ALAMAT ; =
NEWRD

Tanggal latuh Tempo
| relad cilokukan pertertisaan atau keterargan [air atas penasaaecar kewajibor |
Kode Bekening R T
Hama Herribus 3 % £ i
I Merarmeriksdan alau keteranga lain tersebut oooatas, porl Surgan umlbsh iezil bayar a0g seharusnya dak
torasang adalan sohagai horikat

. Dasar Pengenaan R
2 Rotribusi yanp Terutarg Rp
E! wrerit Beiribusi
A, Sptorar yang dilakekar Hp: & RsiEnss
b, Lain-lan Hp:  con e
¢ Dikurang: Kompensasi ke Tabur
Yarg Akar Datang/Hutang
Retribusi HEE o b veesecissesmes
d.  Junmiah Fecrbus Yarg Dapat
Dikreditkan {a+b <) ko
d lumih Kelabihan Prmbayaran £p
Pokok Retricus: [3d - 2)
5.0 Banksi Adrministrasi
e BungasFasal &7 [3); Hp
6. lumiah Lebib Bayer Yang Seharwsnya Tidak Terotarg |60 5 g

. arrgan Hored

Frebumulib,
PEMGHEUNA ANGGARAN,
KUASA PERGGELUIMNA ANGGARARN

WALIKQOTA P ULIH,




LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR - #  TAHUN 2015
TANGGAL 16 Febeam 2015

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

c PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

nnnnnnnnnnnnnn

; "" Terminal Tipe B Jalan Lingkar Timur Ketb. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota I
i Prabumutih |
! | ]
’ Kepada Yth : ;
Di
Momor
Lamoiran
Frihal : Laporan Pemeriksaan .
Berdasarkan Surar Tugas pemeriksaan Nomor
R L oo Kami telah membukukar Femerikszan lapangan terhadap
Qbjek dar
Moo Mama, NPWRD dan Alamat Tuuan Mo, Lampiran Catatan

Pemeriksaan

Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan tarlarmpi-.
" Demixian untek menjadi maklum atas perhatiaantyn.

Kepala Dinas Perhubungan, Praburm b, e e e
Karmunikasi Dan
Informatika Wajib Retrbisi Petugas Pemeriksa
Kotz Prabumualih

Drs HSYARIFUDDIN, Ak, [ L
M KA
Fembing Utama Muda
MIP. 19571010
198303 1 014

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YA



